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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kualitatif dinamika 
kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) dan implementasi regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 
ekosistem pasar modal syariah. Pasar modal syariah menuntut orkestrasi 
landasan hukum yang tangguh untuk menyelaraskan kepatuhan syariat 
dengan akselerasi instrumen investasi modern. Metode penelitian 
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis telaah studi 
kepustakaan yang komprehensif. Hasil penelitian membuktikan bahwa 
transformasi fatwa DSN-MUI menjadi regulasi positif kenegaraan sukses 
memberikan jaminan kepastian hukum yang mengikat. Sinergi kedua 
otoritas ini terbukti efektif dalam memproteksi investor melalui mekanisme 
penapisan Daftar Efek Syariah (DES) serta mitigasi manipulasi pasar. 
Kesimpulannya, ketangguhan arsitektur perpaduan fatwa agama dan 
regulasi negara merupakan pilar fundamental yang menjamin kelestarian, 
transparansi, serta pertumbuhan kedaulatan industri pasar modal syariah 
secara berkelanjutan. 
 
Kata Kunci: Fatwa DSN-MUI, Regulasi Pasar Modal, Otoritas Jasa 
Keuangan, Pasar Modal Syariah, Daftar Efek Syariah. 
 
 

Abstract 
This study aims to qualitatively analyze the dynamic position of the fatwas 
of the National Sharia Board of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) 
and the implementation of Financial Services Authority (OJK) regulations in 
the Islamic capital market ecosystem. The Islamic capital market requires a 
robust legal orchestration to align sharia compliance with the acceleration 
of modern investment instruments. The research method uses a descriptive 
qualitative approach based on a comprehensive literature review. The 
results prove that the transformation of DSN-MUI fatwas into positive state 
regulations successfully provides binding legal certainty. The synergy of 
these two authorities is proven effective in protecting investors through the 
screening mechanism of the List of Sharia Securities (DES) and mitigating 
market manipulation. In conclusion, the resilience of the architectural fusion 
of religious fatwas and state regulations is a fundamental pillar that 
guarantees the preservation, transparency, and growth of the sovereignty 
of the Islamic capital market industry sustainably. 
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Pendahuluan 
Perkembangan industri pasar modal syariah di tingkat perekonomian global 
maupun konstelasi nasional terus mencatatkan lonjakan eskalasi 
pertumbuhan aset investasi yang teramat sangat fenomenal dalam 
beberapa dekade terakhir. Fenomena kebangkitan bursa efek 
berlandaskan syariat ini pada hakikatnya didorong oleh meningkatnya 
kesadaran religiusitas masyarakat muslim yang mendambakan ekosistem 
perniagaan bebas dari unsur eksploitasi kapitalis. Sebagai salah satu pilar 
penyangga utama makroekonomi, pasar modal syariah tidak sekadar 
berfungsi melengkapi ornamen sistem keuangan alternatif negara, 
melainkan telah menjelma menjadi motor penggerak sentral likuiditas 
pembiayaan infrastruktur bangsa. Oleh karena itu, kemampuan otoritas 
menjaga tingkat kepercayaan publik melalui jaminan kebersihan 
operasional investasi menjadi prasyarat mutlak yang tidak dapat ditawar 
guna memenangkan persaingan hiperkompetitif global. 
 
Perbedaan paling fundamental yang secara tegas memisahkan arsitektur 
pasar modal syariah dari sistem bursa kapitalis konvensional senantiasa 
terletak pada landasan keharusan kepatuhan etika hukum agama. Bursa 
efek konvensional kerap kali didominasi oleh aktivitas perburuan rente, 
perdagangan semu, dan spekulasi tingkat tinggi yang memicu gelembung 
ekonomi kosong. Sebaliknya, pasar modal syariah secara mutlak menolak 
dan mengharamkan penerapan sistem pertukaran berlandaskan riba, serta 
sangat menghindari praktik perjudian tebak nasib (maisir) dan 
ketidakpastian manipulatif (gharar). Konstruksi operasional bursa syariah 
ini senantiasa berlandaskan pada keterikatan transaksi pemindahan 
kepemilikan surat berharga dengan ketersediaan aset sektor riil guna 
memberikan dampak kesejahteraan distribusi kemakmuran yang sungguh 
nyata dan berkeadilan. 
 
Guna menjaga kemurnian landasan operasional tersebut, eksistensi 
kelembagaan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-
MUI) mengambil peran sentral sebagai otoritas pemutus stempel justifikasi 
fatwa kesesuaian syariat. Institusi perhimpunan barisan pakar hukum fikih 
muamalah ini memiliki yurisdiksi moral teologis untuk membedah, meneliti, 
dan merumuskan batasan kehalalan atas setiap rancangan arsitektur 
inovasi produk rekayasa efek di lantai bursa. Tanpa adanya pengesahan 
lembar fatwa resmi dari dewan otoritas syariah ini, sebuah instrumen 
saham, reksa dana, maupun sukuk sama sekali tidak diizinkan untuk 
diklasifikasikan sebagai efek syariah. Kedigdayaan intelektualitas teologi 
DSN-MUI inilah yang senantiasa bertindak selaku kompas penunjuk arah 
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kebenaran bagi pergerakan kemajuan inovasi industri pasar modal Islam 
nusantara. 
 
Di samping otoritas fatwa, kehadiran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 
sebagai perpanjangan tangan kedaulatan negara memegang mandat 
mutlak merumuskan dan menegakkan regulasi positif pasar modal. OJK 
bertugas mentransformasikan keagungan nilai moral teologis yang tertuang 
dalam lembaran fatwa DSN-MUI ke dalam wujud bahasa hukum 
perundang-undangan positif yang memiliki kekuatan paksaan sanksi 
kenegaraan. Sinergi antara otoritas hukum positif kenegaraan dan otoritas 
penjaga pedoman fatwa agama ini sukses melahirkan ekosistem payung 
regulasi ganda yang amat sangat komprehensif untuk memastikan setiap 
inovasi terawasi ketat. Penegakan regulasi bursa oleh otoritas negara ini 
menjadi jaminan kepastian hukum bagi keselamatan perlindungan 
perputaran triliunan uang investasi masyarakat dari segala bentuk 
malapraktik penipuan oknum pialang bursa. 
 
Meskipun arsitektur kerangka regulasi dan sinergi otoritas pengawas di 
Indonesia secara teoretis tampak telah terbangun dengan rapi, realitas 
dinamika disrupsi di lapangan tetap memunculkan tantangan kepatuhan. 
Kompleksitas inovasi peluncuran instrumen keuangan digital kontemporer 
acap kali bergerak jauh lebih cepat mendahului ketersediaan payung fatwa 
dan rumusan regulasi OJK yang kerap tertahan kelambanan birokrasi 
komunikasi antarinstitusi. Selain itu, masih kuatnya ancaman benturan 
perdebatan perbedaan penafsiran antara hukum positif sekuler dengan 
kedalaman substansi hukum fikih acap kali memicu ketegangan dalam 
penanganan sengketa emiten syariah di pengadilan niaga. Kesenjangan 
tantangan adaptasi regulasi inilah yang senantiasa mendesak dilakukannya 
evaluasi pembenahan agar daya saing pasar modal syariah tidak tertinggal 
arus modernisasi. 
 
Berpijak teguh pada uraian pemaparan deskripsi latar belakang rentetan 
dinamika sinergi hukum dan urgensi identifikasi tantangan kelembagaan 
tersebut, penulisan artikel akademik ini diarahkan secara spesifik. Tujuan 
utama pengerjaan kajian ini adalah untuk menganalisis secara kualitatif 
efektivitas kedudukan fatwa DSN-MUI dan implementasi regulasi OJK 
dalam menjamin integritas pasar modal syariah. Melalui penelusuran telaah 
kepustakaan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan sanggup 
memberikan kontribusi wawasan teoretis bermakna bagi penyempurnaan 
literatur hukum ekonomi Islam mutakhir. Di samping itu, refleksi dari jurnal 
ini amat diharapkan mampu menyajikan rekomendasi strategis bagi para 
pembuat kebijakan guna merancang arsitektur ketahanan sistem regulasi 
pasar modal syariah yang berkeadilan, lincah, dan senantiasa 
berkelanjutan. 
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Kajian Teori 
Variabel 1: Kedudukan Fatwa DSN-MUI Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) secara konseptual merupakan sebuah 
perumusan respons pandangan hukum keagamaan yang diterbitkan oleh 
sekelompok ulama ahli kepakaran fikih muamalah guna menjawab 
persoalan perekonomian kontemporer. Di dalam ekosistem industri pasar 
modal syariah, fatwa tidak sekadar dimaknai sebagai nasihat moral 
opsional, melainkan telah bermutasi menjadi pedoman standar operasional 
(standard operating procedure) yang mutlak diwajibkan implementasinya. 
Landasan keilmuan ushul fikih digunakan secara ketat oleh dewan ulama 
untuk memastikan bahwa instrumen penerbitan efek atau mekanisme 
perdagangan saham di bursa tidak menyalahi larangan fundamental 
agama. Fatwa DSN-MUI bertindak selaku perisai teologis yang 
membentengi uang umat dari jebakan transaksi haram yang merugikan. 
 
Keberadaan fatwa spesifik terkait pasar modal, seperti Fatwa Nomor empat 
puluh tahun dua ribu tiga tentang Penerapan Prinsip Syariah di Bidang 
Pasar Modal, menjadi tonggak sejarah konstitusi kebangkitan bursa syariah 
nasional. Fatwa rujukan sentral ini secara komprehensif mendefinisikan 
kriteria batasan garis pemisah antara transaksi perdagangan efek yang 
dihalalkan dan praktik operasi spekulasi manipulatif yang diharamkan 
secara syariat. Beragam rumusan fatwa lanjutan kemudian terus diproduksi 
secara progresif oleh DSN-MUI untuk membedah arsitektur produk spesifik 
seperti sukuk ijarah, sukuk mudharabah, hingga operasional reksa dana 
syariah. Rangkaian penerbitan fatwa ini mengurai kebingungan masyarakat 
dan membuktikan bahwa hukum Islam sangat fleksibel adaptif merespons 
kemajuan instrumen ekonomi peradaban kapitalis tanpa kehilangan jati diri. 
 
Sifat daya ikat kekuatan hukum sebuah fatwa pada mulanya secara 
doktrinal hanyalah bersifat mengikat ranah keyakinan batin spiritual bagi 
individu umat Islam yang menyakininya secara sukarela. Namun, dalam 
konteks arsitektur hukum tata negara Republik Indonesia, fatwa DSN-MUI 
terkait keuangan syariah mengalami transformasi pelembagaan status 
yang menjadikannya pilar hukum positif mengikat. Hal ini terjadi karena 
undang-undang secara eksplisit mendelegasikan wewenang penentuan 
prinsip syariah kepada lembaga keulamaan resmi negara, yang kemudian 
diterjemahkan menjadi peraturan mengikat oleh kementerian atau otoritas 
berwenang. Kedaulatan transformasi kekuatan pengikatan fatwa menjadi 
hukum positif inilah yang memastikan sanksi nyata bagi setiap korporasi 
emiten atau manajer investasi yang berani melanggar ketentuan 
kesesuaian syariat. 
 
Pembentukan institusi turunan berupa Dewan Pengawas Syariah (DPS) di 
setiap perusahaan manajer investasi, lembaga sekuritas, maupun bursa 
efek merupakan perwujudan kepanjangan tangan langsung DSN-MUI di 
akar rumput. Anggota DPS ini menempati posisi strategis di dalam struktur 
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organisasi tata kelola perusahaan untuk secara rutin mengawasi 
kesesuaian implementasi operasional harian bursa agar tetap sejalan 
dengan koridor lembaran fatwa. Keberadaan sosok figur ulama internal ini 
diwajibkan terjun membedah memverifikasi kelayakan kesesuaian struktur 
akad pembiayaan sebelum sebuah produk investasi diluncurkan secara 
resmi ke pasar modal. Independensi ketegasan pengawasan audit syariah 
oleh institusi DPS ini merupakan gembok penyelamat entitas bisnis dari 
malapraktik penipuan yang mencoreng reputasi pasar modal syariah. 
 
Variabel 2: Regulasi Pasar Modal Syariah OJK Regulasi pasar modal 
syariah merupakan instrumen perundang-undangan positif yang diterbitkan 
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku institusi sentral pemegang 
mandat kendali kekuasaan pengawasan sektor jasa keuangan nasional. 
Peraturan OJK atau POJK sengaja dirancang dirumuskan untuk 
menciptakan kepastian hukum, melindungi hak konstitusional investor, dan 
menjamin terselenggaranya mekanisme perdagangan bursa efek yang 
wajar, teratur, serta amat transparan. Dalam konteks syariah, OJK memiliki 
struktur khusus melalui Direktorat Pasar Modal Syariah yang berfokus 
merumuskan aturan main penerbitan efek yang selaras dengan nilai 
keagamaan. Regulasi kenegaraan ini mengunci rapat segala potensi 
penyimpangan hukum dengan menyediakan payung penegakan sanksi 
denda finansial hingga pencabutan izin bagi pihak pelanggar aturan. 
 
Salah satu wujud implementasi regulasi paling fundamental dari OJK 
adalah aturan ketat mengenai kriteria penyusunan penerbitan Daftar Efek 
Syariah (DES) yang dirilis secara berkala setiap semester. OJK menyusun 
pedoman penyisiran (screening) rasio keuangan untuk memisahkan saham 
perusahaan yang halal dari emiten korporasi yang tenggelam dalam lilitan 
utang riba perbankan konvensional. Regulasi secara tegas mematok 
batasan maksimal rasio utang berbasis bunga tidak boleh melampaui angka 
empat puluh lima persen dari total keseluruhan aset perusahaan 
bersangkutan. Selain itu, porsi perolehan sumber pendapatan non-halal 
dibatasi maksimal sepuluh persen, sehingga menjamin portofolio saham 
investor muslim terbebas steril dari paparan polusi uang haram yang 
mengalir dalam peredaran transaksi bursa. 
 
Di ranah penjagaan ketertiban lalu lintas perdagangan pasar sekunder, OJK 
berkolaborasi erat dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam merumuskan 
regulasi larangan tegas terhadap aneka bentuk manipulasi kejahatan 
bursa. OJK menerbitkan ketetapan hukuman berat bagi pelaku praktik 
perdagangan semu pemancing harga saham (najsh), penimbunan 
penahanan pasokan efek (ihtikar), hingga perdagangan penipuan 
pencucian portofolio (wash sale). Penegakan regulasi kedisiplinan ini 
disokong penuh melalui penerapan sistem pengawasan teknologi deteksi 
digital bursa berbasis aplikasi Syariah Online Trading System (SOTS) yang 
secara otomatis akan mengunci menolak perintah transaksi jual kosong 
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(short selling). Kekuatan penegakan rambu larangan ini menggaransi 
keadilan pembentukan harga efek murni berdasarkan mekanisme hukum 
murni penawaran permintaan. 
 
Dampak akhir dari kesempurnaan perumusan kerangka arsitektur regulasi 
pasar modal syariah OJK ini bermuara lurus pada penciptaan stabilitas 
perlindungan kemakmuran ekosistem investasi berkeadilan yang 
berkesinambungan. Kepastian tersedianya payung hukum yang 
memproteksi keselamatan pemegang instrumen sukuk atau reksa dana 
syariah dari potensi penipuan gagal bayar sanggup meningkatkan 
kepercayaan minat pemodal asing maupun domestik secara masif. Ketika 
regulasi negara berhasil menyuguhkan kepastian instrumen penyelesaian 
sengketa di pengadilan agama dan menihilkan ancaman ketidakpastian 
manipulasi regulasi tata ruang bursa, maka likuiditas aliran permodalan 
akan terus mengalir deras membiayai pabrik infrastruktur riil. Kedigdayaan 
regulasi tata negara inilah tiang penopang keabadian pertumbuhan aset 
nilai kapitalisasi industri pasar modal Islam nusantara. 
 
 

Metode Penelitian 
Penelitian analitis akademik eksploratif ini sepenuhnya dieksekusi 
memanfaatkan kerangka rancangan pendekatan metodologi riset kualitatif 
deskriptif yang dipadukan secara terintegrasi melalui desain pengkajian 
analisis studi kepustakaan historis dan legal secara komprehensif. 
Keseluruhan landasan basis pijakan rumusan tumpuan penyusunan narasi 
konstruksi teoretis argumentasi data mutlak digali merujuk pada kompilasi 
rujukan data sekunder bereputasi tingkat kepakaran ilmiah akademik yang 
amat mumpuni. Rujukan sentral kepustakaan ini secara spesifik mencakup 
kelengkapan arsip manuskrip lembar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 
(POJK), bundel Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, serta 
literatur artikel jurnal hukum pasar modal terakreditasi. Alur pelaksanaan 
tahapan analisis berjalan sistematis melintasi tahapan metode reduksi 
pemilahan peraturan, interpretasi rajutan narasi tematik keselarasan 
hukum, dan penarikan kesimpulan kausalitas objektif. 
 
 

Hasil dan Pembahasan 
Sub Bab 1: Transformasi Fatwa DSN-MUI dalam Praktik Pasar Modal 
Fase pengerjaan proses tahapan pembedahan analisis pengujian 
penelaahan implementasi kedudukan penyatuan fatwa DSN-MUI ke dalam 
rutinitas pergerakan transaksi bursa menunjukkan wujud harmoni 
keberhasilan transformasi norma moral menjadi landasan hukum mengikat. 
Penyerapan adopsi rasionalisasi rincian klausul naskah panduan fatwa 
keagamaan ke dalam format penyusunan instrumen Peraturan Otoritas 



  

 

 

An-Najah: Journal of Islamic Economics 

Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026 

 
https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en 

 

Jasa Keuangan merupakan monumen keagungan pencapaian integrasi 
peradaban hukum tata negara mutakhir. Fatwa yang sebelumnya kerap 
dianggap memiliki kelemahan daya paksa eksekusi yurisdiksi peradilan 
sekuler, kini secara otomatis diangkat kemuliaannya memiliki kekuatan 
daya ikat sanksi paksaan pidana positif kenegaraan. Transformasi 
penyatuan fusi kedaulatan hukum ini memastikan emiten saham dan reksa 
dana syariah yang melenceng akan langsung dijatuhi hukuman denda 
pembekuan izin operasi. 
 
Implementasi kehebatan kejelian rumusan instrumen pembedahan 
parameter penapisan kriteria evaluasi fatwa syariat terlihat paling menonjol 
pada penentuan mekanisme pencetakan rilis Daftar Efek Syariah (DES) 
setiap semester bursa. Anggota dewan pakar syariah secara cermat 
memformulasikan penyisiran rincian laporan neraca keuangan emiten 
korporasi guna mendeteksi memisahkan kelayakan emiten dari paparan 
polusi rasio utang riba perbankan dan kotoran pendapatan bunga haram 
konvensional. Penegakan ketegasan batas maksimal ukuran ambang rasio 
tingkat penumpukan utang dan sumber pendapatan tidak halal ini adalah 
wujud nyata pembersihan uang investasi nasabah pemodal ritel dari 
kubangan dosa kapitalis riba. Kemutlakan kedisiplinan eksekusi penerapan 
pedoman penapisan fatwa inilah yang sesungguhnya menjamin jemaah 
investor mengonsumsi dividen laba suci. 
 
Di dalam arena perancangan penerbitan instrumen inovasi pembiayaan 
surat berharga obligasi, kehebatan pedoman tuntunan kaidah fatwa DSN-
MUI sukses membidani kelahiran arsitektur peluncuran struktur kontrak 
sukuk ijarah dan sukuk mudharabah korporasi. Ketegasan fatwa 
mensyaratkan kewajiban penyertaan ikatan ketersediaan wujud 
kepemilikan aset infrastruktur fisik riil (underlying asset) yang menyokong 
penjaminan peluncuran setiap lembar sertifikat instrumen sukuk demi 
mematikan ruang praktik penciptaan gelembung utang fiktif spekulatif. 
Kepastian penerapan kelengkapan rukun pembagian porsi penanggungan 
kerugian proporsional serta kewajaran kompensasi perolehan biaya sewa 
ujrah meniadakan potensi kemunculan eksploitasi sengketa gharar 
pembiayaan. Kehadiran landasan kepatuhan susunan arsitektur fatwa akad 
inilah kunci jaminan pemikat penakluk kepercayaan investor menanamkan 
kucuran permodalan triliunan tanpa keraguan. 
 
Dinamika fluktuasi ketangkasan kelincahan pengawalan operasi 
pengawasan lalu lintas bursa juga senantiasa mengandalkan tameng fatwa 
guna membasmi melarang keras operasi praktik rekayasa kejahatan 
penyesatan manipulasi harga kotor. DSN-MUI menerbitkan penjabaran 
fatwa larangan transaksi najsh atau pembentukan pergerakan ilusi 
permintaan palsu dan pengharaman jual beli saham tanpa ketersediaan 
kepemilikan riil bai' al-ma'dum guna meredam laju perjudian tebak nasib 
taruhan harian. Ketegasan rambu pelarangan penipuan pergerakan semu 
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operasi pasar ini bermuara lurus memberikan sokongan perlindungan 
stabilitas ketentraman akal sehat para pemodal retail bursa dari ancaman 
rakusnya jebakan serigala pialang mafia saham. Penegakan fatwa larangan 
spekulasi ini sukses memastikan pembentukan kewajaran kurva harga 
pasar yang sangat objektif dan berkeadilan. 
 
Sebagai ikhtisar konklusi penarikan penyusunan argumen wujud sintesis 
akhir rangkuman materi telaah penyusunan argumen pembedahan rincian 
deskripsi narasi sub bab analisis pembahasan implementasi ketangguhan 
fatwa ini, terbukti nampak dengan amat absolut signifikansinya. 
Kesempurnaan kerumitan penataan rancangan komitmen kehebatan 
strategi perumusan arah pengamalan integrasi kemurnian nilai ajaran moral 
etika syariat agama mendarat sempurna menerobos masuk membersihkan 
kotoran ekosistem keriuhan lantai bursa kapitalis yang sarat intrik. 
Keberhasilan menumpas praktik judi eksploitatif riba dan gharar ini mutlak 
sukses menyokong kebangkitan pembangunan fondasi ketahanan kokoh 
peradaban tatanan ekosistem perputaran keuangan makro pasar investasi 
yang bebas penipuan. Keandalan adaptasi rasionalitas pemikiran ulama 
merumuskan perlindungan fatwa bursa inilah jaminan nyawa keberkahan 
uang peradaban umat muslim modern. 
 
Sub Bab 2: Sinergi Regulasi OJK dalam Membangun Integritas 
Ekosistem Fase pelaksanaan implementasi perumusan ketegasan arah 
haluan pedoman kebijakan regulasi Otoritas Jasa Keuangan memegang 
porsi kedudukan kemudi navigasi pengintegrasian tata kelola pengamanan 
keselamatan uang pasar modal syariah secara sentral. OJK bertindak 
selaku orkestrator fasilitator penegak perumusan penerbitan penyebaran 
paket POJK yang menyerap utuh menampung keseluruhan rincian mandat 
fatwa dewan ulama guna mengikat mewajibkan penundukan seluruh 
perusahaan emiten dan sekuritas. Peleburan ikatan penyatuan sinergi 
kekuatan sistem pengawasan kenegaraan terhadap penegakan sanksi 
rasio kelayakan syariah emiten bursa ini sukses menciptakan efek 
kepatuhan kedisiplinan jajaran eksekutif perusahaan publik pasar modal 
nusantara. Sinergi ini mengunci ketat memastikan nihilnya probabilitas 
munculnya pembangkangan atau pengabaian hukum syariat oleh para 
raksasa pemain korporasi konglomerat asing maupun domestik. 
 
Perumusan arsitektur kebijakan kelancaran dukungan pengawasan lapis 
kedua diakomodasi kuat oleh regulasi OJK melalui pewajiban keberadaan 
institusi Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada struktur seluruh lembaga 
pengelola manajer investasi dan penyelenggara reksa dana. Kepastian 
perintah regulasi negara yang menggaransi kedudukan pengangkatan 
pemberian fasilitas perlindungan honor wewenang hak veto DPS 
mencegah terjadinya ancaman pelumpuhan pengebirian fungsi 
independensi audit kepatuhan ulama oleh dewan direksi perusahaan 
sekuritas. OJK memastikan setiap pelanggaran rekomendasi larangan 



  

 

 

An-Najah: Journal of Islamic Economics 

Volume 2, Nomor 2, Oktober 2026 

 
https://jurnal.almaidah.or.id/index.php/JNIE/en 

 

syariah DPS oleh pimpinan manajemen akan langsung dikenai sanksi 
administratif teguran pembekuan akun penjualan investasi manajer aset 
terkait. Dukungan perlindungan perundang-undangan positif inilah yang 
memperkokoh wibawa taring ketegasan pengawasan ulama internal 
menjaga kesucian bursa harian. 
 
Tantangan pemenuhan jaminan pelestarian kelancaran operasi inovasi 
disrupsi kecepatan masifnya gelombang kemunculan peluncuran 
penemuan varian produk layanan infrastruktur investasi keuangan 
komputasi aplikasi digital urun dana securities crowdfunding mutlak dijawab 
kolaborasi OJK. Otoritas jasa negara bersama majelis dewan syariah 
bergegas menyediakan memfasilitasi peluncuran ketersediaan wadah 
laboratorium keamanan ekosistem uji coba inovasi terbatas regulatory 
sandbox guna menginkubasi eksperimen fitur keuangan teknologi 
terobosan perbankan syariah sebelum dirilis publik massal. Keberhasilan 
memadukan perlindungan fleksibilitas kemudahan perizinan penemuan ide 
canggih dengan asahan ketelitian pembedahan validasi kesucian rukun 
syariat oleh pakar negara dan pakar hukum agama ini mempercepat 
penetrasi jangkauan inklusi bursa. Kelancaran sinergi adaptasi birokrasi uji 
coba digital ini adalah pilar kemajuan. 
 
Benturan kompleksitas sengketa perbedaan persepsi penafsiran 
penanganan proses tahapan penyelesaian jalur mediasi peradilan konflik 
gagal bayar kepailitan sukuk yang acap kali memicu keraguan kecemasan 
kengerian perlindungan keamanan modal batin investor pasar asing 
mampu dituntaskan berkat regulasi OJK. Aturan negara memastikan 
ketersediaan pengakuan pelegalan kewenangan penyelesaian jalur Badan 
Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dan Pengadilan Agama sebagai 
otoritas pemutus penyelesaian konflik hukum transaksi perikatan sengketa 
investasi bursa efek berskema hukum syariat murni. Pemecahan 
kebingungan kepastian jaminan kemurnian yurisdiksi penegakan eksekusi 
hukum perlindungan investor berlandaskan nilai moral agama dan 
ketegasan perundang-undangan negara ini amat mutlak meredakan 
kepanikan investasi. Garansi kekuatan jaminan perlindungan resolusi 
konflik hukum inilah pendorong aliran penanaman likuiditas permodalan 
asing. 
 
Sebagai sebuah rumusan tarikan wujud ikhtisar sintesis konklusi penarikan 
kesimpulan putusan akhir rangkuman argumen telaah penyusunan narasi 
penjabaran deskripsi kajian evaluasi bedah kelayakan peran orkestrasi 
regulasi OJK pada uraian pembahasan sub bab penutup tema pilar ini, 
terbukti nyata kekuatan urgensi penyelarasan ganda. Kemampuan 
kepiawaian ketajaman dewan otoritas kenegaraan OJK menyatukan 
keharmonisan ketegasan hukum sanksi administrasi sekuler yang 
senantiasa diiringi dikawal ketat oleh kesempurnaan implementasi 
penciptaan kejelasan penentuan arsitektur hak kewajiban porsi fatwa DSN-
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MUI adalah pilar jaminan perlindungan mutlak operasi bursa. Ketangguhan 
implementasi ketersambungan struktur integrasi fusi hukum agama dan 
kenegaraan inilah sesungguhnya nyawa penentu kekuatan perisai 
penjamin stabilitas kedaulatan integritas ekosistem kekayaan 
perekonomian perputaran kemakmuran pasar modal umat Nusantara. 
 
 

Kesimpulan 
Berdasarkan seluruh paparan uraian penjabaran panjang rentetan hasil 
telaah kajian analisis evaluasi pelacakan studi historis kepustakaan yang 
telah direkonstruksi utuh dan mendalam, ditarik konklusi tegas bahwasanya 
kelestarian kedaulatan industri pasar modal syariah di Indonesia senantiasa 
memegang korelasi ketergantungan absolut terhadap kekuatan sinergi 
kelembagaan DSN-MUI dan OJK. Orkestrasi penyatuan fusi keagungan 
otoritas pemutus stempel fatwa agama DSN-MUI ke dalam kekuatan 
penegakan hukum regulasi positif kenegaraan POJK OJK terbukti sukses 
besar menciptakan ekosistem pengawasan komprehensif penjamin 
perlindungan kedaulatan moral investasi bebas riba dan manipulasi. 
Kesimpulannya, komitmen pemeliharaan pelestarian kelincahan kolaborasi 
lintas institusi penyusunan kebijakan regulasi investasi efek ini sangatlah 
mutlak dipertahankan teguh guna membentengi keselamatan 
kelangsungan stabilitas umur kemakmuran integritas keadilan peradaban 
pasar modal syariah dari ancaman krisis spekulasi kapitalis modern. 
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